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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GURERNUR SUMATERA SELATAN,

P ope bonhwn uniuk mewujudkan keterpadunn perencanann,

a
L}

pelalesannan, evalunsi, don pengendalinn pembanguinan
Sumatern Setntnn, perlu didukung dengan datn yang
aleurnt, mutakhir, terpadu, dapat dipertangrungawablan,
mudnh dinkses, dan dibagipnkaikan, serta dikelola secoarn
selesimin, terintegrensd dan berkelanjutan;

b, ahwn sesunl  ketemtuan Pasal 18 Pernturan Presiden
Nomaor 30 Tabun 2019 tentang Satu Data Indoenesia, perlu
ditindakinnjuti dalnm bentuk Pecaturan Gubernur yang
menjodi dasnr don arah penyelenggarann Satu Data tingla
Provins! Sumatern Selntan;

e, Imhwn berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dnlom hurul o dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan
Cubernur tentnng Satu Data Provinsi Sumatera Selatan.

1. Pnsal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undnng-Undang Nomar 25 Tahun 1959 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintnh Penggant]l Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat |
Sumuntera Selaian [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tnhun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesin 18 14);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembarnn Negnrn Republile Indonesin Tnhun 1997 Nomaor
39, Tambahan Lembarnn Negari Republlk Indonesin Nomor
JG8);
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4. Undnng-Undnng Nomor 11 Tahun 2008 1entang Informasi
dnn  Transnksl Elekironik  (Lembarmn Negara  Republik
Inclonesin Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Meparn Republik Indonesin Nomor $843) sehagaimana telah
divlmh dengnn Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentnng Perubahan ains Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 teniang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonecsia
Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor G1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer B2,
Tambanhan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
5234] schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tabhun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah
beberapa kali diubah, ternkhir dengan Undang-Undang
NMomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nemoar 23  Tahun 2014  tentang
Femerintahan  Doaerah  [Lembaran Negara  Republik
Indenesla Tahun 2015 Nemor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomaor 5679);

B. Undnng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminlstrasl Pemerintonhon  (Lembarmn Negnm Republik
Indonesin Tnhun 2014 Nomor 292, Tambohon Lembaran
Negnrn Republlk Indonesin Nomeor 5601
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15.

.

. Peraturmnn  Pemerinigh Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan  Siatistik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 1909 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintnph Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4081);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149];

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolann Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);
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16. Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perepcanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daergh, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312):

17. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provins: Sumatera Sclatan
[Berita. Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
Momor B2].

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;| PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI

SUMATERA SELATAN.
BAH |
KETENTUAN UMLUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah  Provinst sdalah Pemerintah di Provinsi
Sumatera Selatan.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4, Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di  Provinsi
Sumaiera Sclatan.

5. Pemerintah  Kabupaten/Kota  adalah  Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pcrangkat Dacrah adalah Perangkat Dacrah  di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatila Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumaters Selatan.
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15,

16,

17.
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Satu Data Provingl, Kabupaten/Kotn adalnh kebijakan
tata kelola data Pemerintah Daecrah untuk menghasillan
data  akurat, muakhir,  terpadu,  dan dapt
dipertanggungjawabkan, scrta mudah  dinkses dan
dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi docrah
melalui pemenuhan standar data, metndata,
interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi
dan data induk.

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripst
angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat,
tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang memprescninsikan
keadaan sebenarnyn atau menunjukkan suatu ide, objek,
leondisi, atau situnsi.

Data  Statistik  adalah  data berupn angkn  tentang
karakicristik atau eirl khusus suatu populasi yang
diperoleh  dengan eara  pengumpulan, pengolahan,
penyajian, dan analisis.

Dala Geospasial adalah data tentang lokasi geografls,
dimensi atau ukuran, dan/atau karnkteristik objek alam
dan/atau buatan manusia yang berwda i bawah, pada,
atau di atas permukaan ami,

Dala Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh
Pemeriniah  Dacrah  berdasarkan  sistem akuaniansl
pemeriniab yang mencakup semua hak dan kewajiban
daerah yvang dapat dinilal dengan dang, serta segala
sesuaty baik berupa vang maupun berupa barang yang
dapat dijadikan milik dacrah berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Standar Data adalah standar yang mendasari data
tertentua.

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan
format yang baku untuk menggambarkan data,
menjelaskan  data, serta memudahkan pencarian,
penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

Interoperabilitns Data adalah kemampuan data untuk
dibagipakalkan antar sistem elektronik vang saling
berinteralksi,

Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang
mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau
norma tertentu scbagai rujukan  identitas data yang
bersifat unilk.

Scanned with CamScanner



-

18. Datn Induk adalah data yang mempresentasikan ohjck
dalam proses bisnis pemerintah daerah yang ditetapkan
sesual dengan kelentuan dalam Peraturan Cubernur ini
untuk digunakan bersama.

19, Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar
data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya
vang discpakati dalam Forum Satu Data Sumatera
Selatan,

20, Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan
koordinasi Instansi Pusat dan/atau [Instansi Daerah
untuk kepentingan penyelenggaraan Satu Data Sumatera
Selatan.

21. Portal Satu Data Sumatera Seclatan adalah media bagi-
pakai data Provinsi Sumatera Selatan yang dapat diakses
melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

22, Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
non kementerian, kesekretariatan lembaga negara,
kesekretariatan lembaga nonstruktrual, dan lembaga
pemerintah lainnya.

23. Pemerintah Dacrah adalah kepala dacrah sebagal unsur
penvelenggara  pemerintah  daerah  yang  memimpin
pelaksanaan uwrusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan dacrah otonom.

24, Instansi Dacrah adalah perangkat dacrah provinsi dan
perangkat  daerah  kabupaten/kota  vang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis dacrah.

75 Pembina Data Statistik adalah Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan.

26. Pembina Data Geospasial adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Sclatan,

97. Walidata Daerah adalah Dinas HKomunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatern  Selatan yang
melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan
pengelolaan data yang disampaikan olch produsen data,
scrta menyebarluaskan Data.

28, Walidata Pendukung adalah instansi dacrah yang
ditunjuk untuk membaniu Walidata Daerah.

20, Produsen Data  adalah  Pernngkat  Dacrah  yang
menghasilkan  data  berdasarkan  kewenangan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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32.

dd.

34.

35.

6.

37.

J8.

L

Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah,
perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang
menggunalkan data,

Dadan Pusat Statistik yang sclanjutnya disingkat BPS
adalah Lembagn Pemerintah yang bertugas di bidang
kegiatan statistik, yvang sccara struktural bertangeung
jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor
perwakilan di  setiap Provinsl dan  Kabupaten/Kota,
sebagai instansi vertikal di Daerah.

Pengelolaan Data adalah suatu kegiatan yang meliputl
proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi
tlan validasi, discminasi dan analisis data.

Sistern Satu Data adalah tersedianva data dan informasi
vang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang
dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang
digunakan olch scmua plhak dan dikelola dalam satu
sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan
Daerah,

Data Statistik adalah sekumpulan data berupa anghka-
angka yang dapat disajikan dalam bentuk tabel dan
diagram, dan sclanjutnya dianalisa dan ditarik
kesimpulan,

Statistik Dasar adalah statistik vang pemanfaalannya
ditujulkan untuk keperluan yang bersifat luas, baik
pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki cirl-cirl
lintas scktoral, berskala nasional maupun regional
dan /atau makro,

Statistik Seltoral adalah statistik yang pemanfaatannya
ditujukan untulk  memenuhi kebutuhan instansi
pemerintah  tertentu  dalam rangka penyelenggaraan
tugas-tugas pemerintah dan fugas pembangunan yang
merupakan tugas pokok instans] pemerintah yang
bersangkutan.

Statistik Khusus adalah statisiik yang pemanfaatannyn
ditujukan  untuk  memenuhi kebutuhoan  instansif
perusahaan swasta dalam mangka penyelenggarann riset
atau penelitian.

Keterbuknan Data adalnb data yang dapnt dinkses dan
digunnkan  scenrn bebas  serin dipubliknsikan  ulong
kepoda sinpapun dengan keharusan menyebutkan siapa
penciptanyn dan berbogl dengon lisensi yang sama,
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Pasal 4

Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah berasaskan:

a.
b,

8 g0

kepastian hukum;
keterpaduan;
keakuratan;
keman(aatan;
kemutakhiran; dan
aksesibilitas.

pab il
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Sistemn Satu Data, melipuati:

Kedudukan Satu

. keduduknn;
. kebijakan dan strategi;

Prinsip saiu ot
penyelengearn satu data;
penyelenggaraan satu data;
sumber dayvn manusiag
insentll dan disinsentif;

. pembinaan dan kerjasama;

pendanann; dan

partisipasi lembagn negara dan badan usaha publik,

BAB LI
KEDUDUKAN
Pasal 6

Data Provinsi Sumatera Selatan adalah

sebagai pedoman Pemerintah Provinsi bagi:

.

penyusunan  dokumen, perencana
pengendalian, monilering, evaluasi

an, pelaksanaan,
. tan pelaporan

pembangunan berbasis data yang akurat; dan
b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multi pihalk.

BAB IV

KEBLIAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kchijakan

Pasal 7

Pemerintah Provinsi membetilan

membangun Sistem Tata Kelola Satu Data Provinsi Sumatera
Selatan,
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Pasnl B

ebljukan Tatn Keloln Spiu Datia Provinsl Sumeders Selatan
melipull sistem lala keloln data Pernngla Daernh Provinsl
edlnn pemanglu kepentingnn Inlnnya,

Sniin Dola Provinsl Saomatern Selatnn ferlmtepronsd dengan

Saiu Data Indonesin,

Baginn Kedun
Sirntegi

PEmal O

Strategl Tata Kelola Satu Data adalab ;

il

o B - B~ P T -

penyusunan konsepsi dasar tata keloln saiu data Indonesia
dacrah;

pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
pembentukan forum satu data;

pembangunan sistem satu data terintegrasi;

peningkatan sumber daya manusia pengelola data;
pengembangan dan pengintegrasian serta interoperabilitas
sistem satu data; dan

publikasi hasil pengolahan data.

BAB V
PRINSIP SATU DATA

Pasal 10

Satu Data Provinsl Sumatera Selatan harus dilaksanakan
dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebhagai bDerdlout :

A.

h.

data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi
siandar data;

data yang dihasilkan oleh produsen dain hoarus memilild
metadata;

dnta yang dihasllkan oleh produsen data harus memenuhi
kaldah Interopermbilitng datn; dan

daotn  yong  dihosilknn oleh produsen dotn harus
menggunikan referens! don/atng ditn Indulk.
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Bagian Kesatu
Siandar Data

Pasal 11
(1] Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi
standar data yang terdiri atas :
a. konsep;
b. delinisi;
¢. klasifikasi;
d, ukuran; dan
e. satuan,

(2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data
tersebut dihasilkan,

(3] Definisi sehagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hurul b
merupakan penjelasan tentang data yang memberikan
batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data
tertentu dengan data yang lain.

{4) Klasifikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢
merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam
kelompok atau  kategori  berdasarkan  kriteria  yang
ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan unit yang digunakan dalam penguluran jumlah,
kadar, atau cakupan,

{6) Satuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul e
merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan
sebapai  standar  untuk  mengukur  atau menakar
schagaimana schbuah kescluruhan.

Pasal 12

(1} Selain Data Swatistik dan Data Geospasial, Standar Data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disesunikan
standarnya berdasarkan karakteristik atau cirl khusus data
yang distandarkan lersebul.

(2| Standar Data untuk Data selain Datn Statistlk dan Data
Geospaslal ditetapkan oleh Pembina Data lninnya tinglat
pusat,
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Bagian Kedua
Metadatn

Pasal 13

(1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi
dengan metadata,

[2) Informasi dalam metadata harus mengikutl struktur yang
baku dan format yang baku.

(3] Struktur yang baku schagaimana dimaksud pada ayat (2)
merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus
dicakup dalam metadata.

[4) Format yang baku sebagaimana pada ayat {2) merujuk
pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Bagian Ketiga
Interoperabilitas Data

Pasal 14

{1} Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi
kaidnh interoperabilitas data.

(2} Untuk  memenuhl  kaidah  interoperabilitas  data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
a. konsisten  dalam  sintak/bentuk,struktur/ skema/
komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi
keterbacaan: dan

b. disimpan dalam formatl terbuka yang dapat dibaca
sistem elektronil,

Bagian Keempat
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 15

(1] Data yang dihasilkan oleh produsen data harus
menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

(2] Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum
Salu Data tingkat pusat.

BAB VI

PENYELENGGARA SATU DATA
Pasal 16

(1] Penyelenggara Satu Dala Provinsi Sumatera Selatan terdir]
alns penyelenggara Satu Data Provinsi,
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(2) Penyclenggara Satu Datn Provinsi terdici dari
a. Pembina Data Stntisiik:

B. Pembinn Data Geaspasinl:
¢, Walidata Dacrnh:

d. Walidaia Pendukung; dan
e, Produsen Data,

Bagian Kesatu
Pembina Data Statistik dan Geospasial

Pasal 17

(1] Pembina Data Statistik adalah Kepala Badan Pusat
Statistik Provinsi Sumatera Selatan untuk Data Statistik
Provinsi.

(2] Pembina Data Geospasial yaitu Kepala Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di
Provinsi sebagai Instansi Daerah vang diberikan penugasan
sebapgal Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah
dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

(3} Pembina Data mempunyai tugas:
a. memberikan rekomendasi dalam proses  perencanaan
pengumpulan data; dan
b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data
Indoncsia daecrah sesuai dengan ketenluan peératuran
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Walidata Dacrah dan Walidata Pendukung
Pasal 18

(1) Walidata Daerah adalah Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Sumatera Selnton.

(2] Walidata Dacrah mempunyal tugas:;

a4, memeriksa  kesesunian data yang  sampaikan  oleh
Produsen Data tingkat dacrah sesual dengan prinsip
Satu Data Indonesiag

. mengelola dan menyebarlunskan datin don metadatn i
Portal Satu Datn; dan

. membantu Pembinn Data dngkat  doerah dodam
membina Produsen Doto tingkat doerab,

[+ Walldntn Doernh  sebignimonn  dimoksud  podn ayot (1)
dibaniu Walidata Pendukung yong merupnkan Peranglko
Daerabh di  Pemerininh Provinsi,  sesani  penugasan
Gubernur,
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Baglan Ketiga
Produsen Data
Pasal 19

(1) Produsen data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah
Provinsi.
{2) Produsen data mempunyai LUEAs:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenal
standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
b, menghasilkan data sesual dengan prinsip Satu Data
Indonesia; dan
c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata
Daecrah.

{3) Dalam mclaksanakan tugasnya produsen data dibantu oleh
Pejabat Pengelola Data Perangkat Daerah.,

(4] Pejabat Pengelola Data adalah Sekretaris Dinas/Badan/
sederajat.

i5] Pejabat Pengelola Data dalam melaksanakan tugasnya wajib
membentuk  Tim  Pengelola Data  pguna  kelancaran
pelaksanaan pengelolaan data yang terdiri dari bidang/
bagian/unit pada perangkat daerah.

(6] Pejabat Pengelola Data Perangkat Dacrah mempunyai lugas:

a. mengumpulkan, mengolah dan melakukan wupdating

data yang dihasilkan beserta metadata di masing-

masing perangkat daerah sesual dengan standar data

dan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikannya
kepada Walidata;

b. membuat/menyampaikan laporan  hasil pengelolaan
data perbulan/per triwulan/pertahun dan/atau sesuai
kebutuhan kepada Walidata; dan

. melaksanakan integrasi dan interoperabilitas data yang
ada dengan Portal Satu Data Sumatern Selatan,

Hagian Keempal
Forum Satu Data
Sumalera Selnton

Pasnl 20
(1} Pembinn Data, Walldata Doerah, don Walidotn Pendukung
herkomunikas! dun berloordinas) melnlul Forum Sate Data
Sumiatern Selntnn.
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|4 Fvrnnns St Dot Santern Selitm teadiel ntoas Forum Sotu
IRTIR RICRITEIR

() Porvn Jalu Datn Provlost dikooviinostioon olels Kepodo
Thulinn o ivelodesnbam tagos pemeciotmlonme dE bdong
perenieainon pernbaeggny doeraby Provinsd,

0] Pty ok Dato Provionsd teediel o

i e vong diatint ofeh Gubermure Sunmtern Seloton;

b kooelitor v dijabot olely Kepale Dhidon
Perenennnnn Pembongunnn Doacenbe Provlost Suoutern
Seltomg

e pembilnn datn stotist ke provinsl dijalur oleh Kepoli
oty Stotbs Provionsd Somudern Selntoig

o pembidng dotn geosposin dlinbat oleh Kepolne adnn
Perencinunn Pebaiggunnn Provins Suminter Selotan;

e winlldotn doernh provins!t difnbat oleh Kepalie Dinas
Romanikinst don lnformnton Provinsd Sunutem Selatoan;
thin

Lowalidot pendukung provins!  dijnbot - oleb Kepaolo
s/ Do ST ol Hogkungan Pemerintnh Provinsi
Surntern Selatan yoang ditunjulk.

(5] Forum Satu Dot Sumalern Seloton dulom pelaksanann
tgnsnyin cdopal  menyertnkoon Produsen Dot don/atou
pilinde b yong terkodt, termasuk selndn pemerintoah,

() Forum Sita Datn Sumntern Selnton berkomunikoasi don
berkoordinnsl dolom mngkn menyelesaiknn permasalnhon
terknll Salu Dudn,

(7] Forum Satu Datn melaksanokon pertemunn koovdinnsi
seenrn berknln dolnm rangkn melaksannkon tugasnya,

(8 Dol bl terdapint permosnlnhom yong  tmbul  dolam
pertemunn koordinast, khususnyo pida sanl pengnmbilon
kesepnkaton, koordinntor  Forum  Satn Dot meminta
nrwhon Qubernur,

Baginn Kelimo
Sekretnrint Sotu Datn
Sumatern Selndnn

Masnd 21

1) Foram Smiu Dl sebaggalommmn dbmoksad dabon Pasal 20

didoom peliksnnnnn (ugrsinyn dibontu oleb Sekvetacint Satu
RTTLITR

(2] Seleretnrlnt Sntu Dati mempunyol tugns:
i, menherton dukungon don pelivannn weknds operisional
chinn chododwtend I Bepacdin Porwm Sotu Dot don

b melnbesimnlan tagns Jodn v dibedkan oleh Forwm
IR BITLITH

(3) Beboretndnl Satu Dotn Sumitern Selaan yong secuem
Mngrdessnl ilnlemmmodenn oleb malole st Dondan itau Dinas
winig fungsinyn se ol wollidiotg,
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BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Famal 22

Penyelenggaraan Satu Data Sumatera Sclatan terdird atas:
a. perencanaan data;

b. pengumpulan data;

¢. pemeriksaan data; dan

d. penycbarluasan dats,

Bagian Kesalu
Perencanaan Dala

Pasal 23

(1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan dala berupa
penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutnya.

(2] Dalam menyusun daftar data schagaimana dimaksud pada
ayal [1), instansi dacrah mengacu pada daftar data yang
telah ditentukan instansi pusat.

Pasgal 24

(1) Penentuan daltar data yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

(2] Penentuan dafar data yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutnya dilakukan berdasarkan:

a. arsilektur sistem pemerintahan berbasis elektronik
sesual dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan tentang sistem pemerintahan  berbasis
elekironik;

b, kesepakatan Forum Satu Data Sumatera  Selatan;
dan/fatau

c. rekomendasi Pembina Data.

(3} Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
a. produsen data untuk masing-masing data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data,

(4] Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan

sehagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi
Instansi Pusatl dan Instansi Daerah,

Pasal 25

(1) Rencana  program dan  kegiatan  terkait Satu  Data
Sumatera Selatan dituangkan dalam rencana aksi Satu
Data Sumatera Selatan,

Scanned with CamScanner



-

(2] Rencana aksi Satu Data Sumatera Selatan mencakup:

a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;

b. penyusunan petynjuk teknis pelaksanaan Satu Data
Indonesia;

¢, kegiatan terkait pengumpulan data;

d, kegiatan terkait pemeriksaan data;

e, kegiatan terkait penyebariuasan data; dan fatau

{, kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai
dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 26

{1) Penyclenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah
melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia,

{2} Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah
memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia
dan melaporkan kepada kepala dacrah sccara berkala.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 27
(1] Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesual
dengan:
a. standar data;
b. daftar data yang telzh ditentukan dalam Forum Satu

Data Indonecsia; dan
. jadwal pemulktahiran data atau rilis data.

2} Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data diserta
denpan meladata.

Pasal 28

(1] Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data
disampailkan kepada Walidata,

(2} Penyampaian data sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
disertai:
a. data yang telah dikumpulkan;
b, standar data yang berlalu untuk data tersebut; dan
¢, metadata yang melekat pada data terscbut.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Data
Paszal 29

(1] Data yang dihasillkan oleh produsen dota diperiksa

kesesuninnnyn dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh
Walidata,
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(2] Dalam hal datn vang disampaikan oleh Produsen Dati
belum  sesund dengan prinsip Satu Data Indonesia,

walidatn mengembalikan dutn tersebut kepada produsen
fnta.

(3] Produsen dota memperbaiki dotn sesuni hasil pemeriksann
sehagnimana dimaksud pada nvat (1),

Prosal A0

(1] Data Prioritns  yang  dibasilkan  oleh  produsen  datn
diperiksa  kescsuainnnyn  dengan prinsip Satu Datn
Indonesia oleh Walidatn,

{2} Hasil pemeriksaan data prioritlas sebagaimana dimaksued
prdda ayat | 1), diperiksa kembali oleh Pembina Datn.

{3) Dalam hal doata prioritas yang disampaikan Produsen Data
belum sesuni dengan  prinsip Satu Data  Indonesia,
Pembina Datn  mengembalikan  datn  tersebut  kepada
Walidatn.

(4] Walidata menyampaikan hasil pemeriksann Pembina Data
sebagnimann dimaksud pada ayal (2] kepada Produsen
Data.

(5] Produsen Data  memperbaiki  doatn sesuni  hasil
pemeriksnnn schagnimana dimaksud padn ayat (1) dan
ayat (2],

Baginn Keempat
Penyebarluasan Datn

Pasal 31

{1} Penyebarluasan data merupokan kegintan  pemberian
akses, pendistribusinn, dan pertukaran datn.

[2) Penvebarlunsan data dilnkukon oleh Walidata,

{3) Penyvebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data
Sumatera Selatan dan medin  lninnva sesuni  dengoan
ketentuan peraturan perundang-undangnn din
perkembangon ilmu pengetahuan doan teknolegi.

{4] Porial Satu Datn Sumntera Selaton menyedinknn akses:
i kode referensi;
b, data induk;
c. cata;
d. metndatn:
c. data prioritns; dan
[ jndwal rilis danfatou pemukinhimn dotn.

[5) Portal Satu Dot Sumintern Seliutan yang disedinkan dan
clilkeloln olely Dinns Romumilos don nfeouniba Provinsi
Sumnlern Selnlnn,
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Imasnl 32

Pembatasnn okses  terhadap dotn ] Portnl Satu Data

tiinksannkan oleh:

i, Walidntn untuk penggunn daotan pada instonsd pusat tlan
instansi donerah; don

b Pefnlut pengelola Informasi dan dolumentasi aiau pejabal
yang  beranggung  Jawab i bidang  penyimpanan,
pendokumentnslon,  penyedinan,  dan/atau pelayanan
Informasi kepada publik untuk pengguna data dl luar
Insinnsi pusal dan instansl daernh.

fsal 33

Datn yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan
Walidata tingkat daerah harus dapat diskses melalui Portal
Satu Data Indonesin,

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 34

(1] Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusin Pengelola
Salu Data dilakukan melalul pendidikan formal dan non
[ormal,

(2] Pemerintah  Daerah memfasilitasi  pendidikan dan
pelatiban sumber daya manusin pengelola salu data di
lingkungan Pemerintah Dacrah Provinsl,

BAR IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35
(1] Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentil kepada
Perangkal Dacrah, Pemerintoh Kabupaten/Kola  dan
Masyarnkal yang mengelola datn pembangunan daerah
dengan balk dan/atau memberlkan konirtbusi lechadap
perwujudan  sistem  satu datn dalam  bentuk bantuan
keunngan, Infrastruktur, progeam dan/ntau penghargann.

(2] Pemerintah Daerah dapal memberikan Disinsentil kepoda
Perongkat  Doernh yong  tdak mengeloln data
pembingunnn daermh dengan balk daliom bentulk teguran
lissn maupun tertulis,
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BADR X
PEMBINAAN DAN KERJASAMA
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

(1] Pemeriniah Dacrah Provinsi melaksanakan pembinaan
dalam penvelengegaraan  Satu Data  di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dilakukan melalui :

a. memfasilitnsl pembentukan satu data;

b. pengintegrasian dan pengkonelsian sistem satu data;

c. pengembangan  kapasitas  sumber daya manusia
pengelala satn data;

d, peningkatan  kemampuan  ilmu  pengetahuan  dan
icknologi vang dapat mendukung  penyelenggaraan
sistem satu data; dan

¢, pengembangan pengelolaan sistem salu data berbasis
teknologi informasi.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 37

Pemerintah Dacrah dapat bekerjasama dengan pihak lain
untuk melalukan pengendalian dalam pengelolaan satu data
sesual  kewenangan berdasarkan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

BaB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan
Peraturan Cubernur ini dibebankan kepada Anggaran dan
Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan laln yang sah

dan sesual dengon  ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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pAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Posnl 39
Notn kesepanhaman, perjnnjinn kerjnsama, don/atau dokumen

surnl pernyntnnn antar instansd pusat dan/mtau instans
dnernh yong terkoit dengon tatn kelols, nkses doti, donfotau
pemonfontan  datn yang  sudah  ada pads saat mulni
berlakunyn Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan
mempunyni kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu
paling lama 1 [satu) tahun terhitung  scjek  tanggal
penpundangan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40
Pada sant Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan
peraturan perundang-undangan/kebijakan yang ditetapkan
Pemerintah Provinsi terkait Satu Data dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidok bertentangan dengan Peraturan
Gubernur ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumalera
Selatan,

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal @4 Februarli 202]

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H.HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Februarl 2021

SEKRETARIS DAER 1]
PROVINSI SUMATERA SEI ATAN,

UL

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
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